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Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan 
oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di 
Kelurahan Sendangmulyo pada tahun 2010 angka kasusnya tertinggi di Kota 
Semarang. Pada tahun 2011, Kelurahan Sendangmulyo berhasil menurunkan 
angka kasus secara signifikan. Keberhasilan implementasi program DBD di  
Kelurahan  Sendangmulyo memunculkan pertanyaan faktor apa saja yang 
berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui penyebab keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, 
struktur birokrasi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan data bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
indepth interview dengan informan utama adalah Lurah dan Kasi Kesos 
Kelurahan Sendangmulyo. Untuk menguji validitas data dilakukan dengan 
triangulasi sumber kepada kader jumantik sebagai kelompok sasaran dari 
program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 
kebijakan pengendalian DBD di Kelurahan Sendangmulyo disebabkan oleh 
adanya komunikasi yang efektif antara Lurah dan kader jumantik, ketersediaan 
sumber daya manusia yang memadai, dan adanya komitmen dari Lurah dan 
masyarakat untuk menurunkan angka kasus DBD, meskipun belum ada struktur 
organisasi khusus dalam pelaksanaan program. Dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, 
dan disposisi. Saran dalam penelitian ini adalah Kelurahan Sendangmulyo 
sebaiknya membuat struktur organisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan 
program pengendalian DBD di masyarakat. 
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Penyakit Demam Berdarah 
Dengue adalah penyakit infeksi akut 
yang disebabkan oleh virus dengue 
dan ditularkan melalui gigitan 
nyamuk Aides aygepti, serta dapat 




Di Kota Semarang, pada tahun 
2010 mengalami endemik DBD, 
tetapi terjadi penurunan kasus DBD 
secara signifikan pada tahun 2011. 
Berdasarkan rekapitulasi kasus DBD 
tahun 2011 dari Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, tercatat IR per 
100.000 pada tahun 2010 adalah 
368,70 dan pada tahun 2011 sebesar 
69,07. Sedangkan CFR tahun 2010 




Kecamatan Tembalang, Kota 
Semarang, pada tahun 2010 
menduduki peringkat pertama pada 
rekapitulasi kasus DBD di Kota 
Semarang yaitu sebanyak 342 kasus. 
Namun, pada tahun 2011, Kelurahan 
Sendangmulyo mengalami penurunan 




Penurunan kasus di Kelurahan 
Sendangmulyo tidak lepas dari peran 
berbagai pihak, yaitu pemerintah 
pusat hingga pemerintah daerah untuk 
berupaya memberantas kasus DBD di 
wilayah Kota Semarang. Upaya 
pemberantasan DBD dilakukan 
melalui pengorganisasian Kelompok 
Kerja Demam Berdarah Dengue 
(Pokja DBD) dalam wadah Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 
di tingkat Desa dan dengan 
pembinaan secara berjenjang oleh 
Kelompok Kerja Operasional Demam 
Berdarah Dengue (Pokjanal DBD) 
mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, 




Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pengendalian Penyakit 
Demam Berdarah Dengue di Kota 
Semarang, pemerintah dituntut 
berperan aktif dalam pengendalian 
DBD, baik dari pemerintah pusat 
hingga pemerintah daerah, tidak 
terkecuali kelurahan. Dalam 
Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Pengendalian Penyakit Demam 
Berdarah Dengue dijelaskan tentang 
pencegahan, penanggulangan, serta 
penanganan kejadian luar biasa 
(KLB) DBD di Kota Semarang.
5 
Bahkan, ada peraturan baru berupa 
peraturan tidak tertulis dari 
pemerintah Kota Semarang yang 
menyebutkan bahwa Camat dan 
Lurah akan dicabut jabatannya 
apabila tidak berhasil menurunkan 
angka DBD di daerah masing-masing. 
Peran dari kelurahan dalam 
penanggulangan DBD adalah 
memantau jalannya pencegahan, 
penanggulangan, serta penanganan 
DBD di tingkat kelurahan. 
Pemantauan dilakukan oleh Lurah 
dan pegawai kelurahan, serta dibantu 
oleh kader yang biasa disebut kader 
jumantik (juru pemantau jentik) yang 
langsung terjun di masyarakat. 
Di Kelurahan Sendangmulyo, 
implementasi kebijakan 
penanggulangan DBD telah 
terlaksana dengan baik sekitar 2 tahun 
belakangan ini. Hal ini terbukti 
dengan adanya penurunan kasus dari 
342 kasus di tahun 2010 menjadi 36 
kasus di tahun 2011. Prestasi tersebut 
tidak lepas dari peran Lurah, 
perangkat kelurahan dan masyarakat 
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yang telah bekerjasama dengan baik. 
Keberhasilan implementasi kebijakan 
penanggulangan DBD yang 
membuahkan prestasi di Kelurahan 
Sendangmulyo dipengaruhi oleh 
berbagai variabel seperti komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur 
birokrasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui dan menganalisis 
penyebab keberhasilan implementasi 
kebijakan pengendalian Demam 
Berdarah Dengue (DBD) di 
Kelurahan Sendangmulyo, 
Kecamatan Tembalang, Kota 
Semarang. 
 
MATERI DAN METODE 
Penelitian ini merupakan 
penelitian observasional dengan data 
bersifat kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan indepth interview 
dengan informan utama adalah Lurah 
dan Kasi Kesos Kelurahan 
Sendangmulyo. Untuk menguji 
validitas data dilakukan dengan 
triangulasi sumber kepada kader 
jumantik sebagai kelompok sasaran 
dari program. Variabel penelitian 
dalam penelitian ini adalah faktor 
yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan penanggulangan Demam 
Berdarah Dengue (DBD) di 
Kelurahan Sendangmulyo, 
Kecamatan Tembalang, Kota 
Semarang yang terdiri dari faktor 
komunikasi, sumber daya, disposisi, 
dan struktur birokrasi. 
Metode pengolahan dan analisis 
data yang digunakan adalah 
pengumpulan data dengan melakukan 
wawancara mendalam terhadap 
informan, reduksi data dengan 
menggabungkan semua data yang 
diperoleh menjadi bentuk tulisan. 
Penyajian data dengan mengolah data 
ke dalam matriks kategorisasi. 
Kemudian menarik kesimpulan yang 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 
Secara lengkap data 
karakteristik responden menurut usia, 
pendidikan, jabatan, dan pekerjaan 
informan dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Karakteristik Informan Wawancara Mendalam 
Inisial Usia 
(Tahun) 
Pendidikan Jabatan Pekerjaan Keterangan 
U1 49 S1 Lurah PNS Informan  
Utama 
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Deskripsi Variabel Implementasi 
Kebijakan Pengendalian DBD di 
Kelurahan 
Mengenai varibel implementasi 
kebijakan pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo, terdapat 
perbedaan persepsi antara informan 
utama dengan informan triangulasi. 
Semua informan utama menyatakan 
bahwa jadwal kegiatan PSN 
dilakukan setiap seminggu 2 kali, 
yaitu setiap hari Jumat dan Minggu, 
serta sudah dilaksanakan secara rutin 
sesuai jadwal. Pernyataan tersebut 
ternyata tidak didukung oleh 
pernyataan dari informan triangulasi 
yang menyatakan bahwa memang 
seharusnya PSN dilaksanakan setiap 
seminggu 2 kali, tetapi dalam 
pelaksanaanya terkadang 
dilaksanakan seminggu sekali, bahkan 
sebulan sekali. 
Untuk variabel implementasi 
kebijakan, tidak ada perbedaan 
persepsi antara informan utama 
dengan informan triangulasi. 
Mengenai jadwal kegiatan PSN 
dilakukan setiap seminggu 2 kali. 
Meskipun dalam pelaksanaannya 
terkadang menjadi seminggu sekali, 
pelaksanaan PSN tetap dilakukan 
secara rutin. Dalam pelaksanaan 
program penanggulangan DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo, sejauh ini 
pelaksanaannya lancar, hanya saja 
tetap mengalami kendala. Kendala 
yang dihadapi adalah ada masyarakat 
yang rumahnya tidak ingin dikunjungi 
oleh petugas pemantau jentik. Peran 
pemerintah Kelurahan Sendangmulyo 
dan masyarakat sejauh ini juga cukup 
besar. Terbukti ketika program 
dijalankan, baik dari Kelurahan 
Sendangmulyo, Puskesmas 
Kedungmundu, kader jumantik, dan 
masyarakat sendiri saling 
bekerjasama. 
Implementasi kebijakan 
pengendalian DBD di Kelurahan 
Sendangmulyo juga tidak terlepas 
dari empat faktor yang 
mempengaruhi, diantaranya faktor 
komunikasi, sumber daya, disposisi, 
dan struktur birokrasi. Dari keempat 
variabel tersebut, faktor yang paling 
menonjol dalam keberhasilan 
implementasi kebijakan pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo 
adalah faktor komunikasi dan faktor 
disposisi. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
faktor komunikasi yang dibangun 
oleh Lurah dan kader jumantik di 
Kelurahan Sendangmulyo sudah 
efektif karena komunikasi dilakukan 
secara rutin dan informasi yang 
dikomunikasikan dapat diterima dan 
dilaksanakan dengan baik oleh kader 
jumantik sebagai kelompok sasaran 
program. Untuk faktor disposisi, telah 
ada komitmen yang tinggi dari Lurah 
sebagai implementor dalam 
menjalankan program pengendalian 
DBD di tingkat kelurahan. 
 
Deskripsi Variabel Komunikasi 
Jika dibandingkan hasil 
wawancara mendalam antara 
informan utama dengan informan 
triangulasi rata-rata pernyataan sudah 
sesuai. Mereka menyatakan 
pemegang program pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo 
adalah Lurah dan Kepala Seksi 
Kesejahteraan Sosial. Untuk 
kelompok sasaran dari program, salah 
satu informan utama menyatakan 
sasaran utamanya adalah masyarakat, 
sedangkan informan yang lainnya 
menyatakan sasaran utamanya adalah 
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kader jumantik dan pernyataan 
tersebut sama dengan pernyataan 
informan triangulasi. 
 Untuk sosialisasi program 
pengendalian DBD di Kelurahan 
Sendangmulyo, informan menyatakan 
dilakukan dengan diskusi dan 
pertemuan melalui pertemuan PKB 
dan PKK. Pertemuan PKB dan PKK 
dilakukan setiap sebulan sekali pada 
minggu ketiga dan sebagian besar 
menyatakan tidak ada kendala dalam 
sosialisasi, hanya satu informan 
menyatakan ada kendala ketika 
sosialisasi yaitu ketidakhadiran kader 
jumantik di pertemuan. 
 Mengenai komunikasi yang 
terjadi antara pemegang program 
pengendalian DBD di Kelurahan 
Sendangmulyo dengan kader 
jumantik di kelurahan tersebut, 
informan menyatakan komunikasi 
biasa dilakukan setiap ada kegiatan 
PSN. Komunikasi dapat bebentuk 
laporan hasil kegiatan PSN dan 
komunikasi melalui SMS. Untuk 
kendala yang dihadapi dalam 
komunikasi, informan menyatakan 
bahwa tidak ada kendala. Selama ini, 
menurut informan, komunikasi yang 
terjadi sudah efektif. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
program pengendalian Demam 
Berdarah Dengue di Kelurahan 
Sendangmulyo dilaksanakan oleh 
Lurah dan staf kelurahan bidang 
kesejahteraan sosial. Sedangkan 
untuk sasaran dari program adalah 
kader jumantik di wilayah Kelurahan 
Sendangmulyo. Program 
pengendalian Demam Berdarah 
Dengue di Kelurahan Sendangmulyo 
mulai gencar dilaksanakan sejak 
tahun 2010 setelah ada kejadian luar 
biasa DBD pada tahun tersebut. 
Sebelumnya kegiatan pemberantasan 
sarang nyamuk sudah ada, tetapi 
kegiatannya tidak berjalan dengan 
baik. Baru pada tahun 2010, setelah 
ada pergantian Lurah di 
Sendangmulyo, seluruh lapisan 
masyarakat digerakkan kembali untuk 
aktif melakukan PSN karena saat itu 
kejadian Demam Berdarah Dengue di 
Kelurahan Sendangmulyo sudah 
harus segera ditangani. 
Selama pelaksanaan program, 
dari tahun 2010 hingga sekarang, 
komunikasi yang terjadi antara Lurah 
dan Kasie. Kesos Kelurahan 
Sendangmulyo (implementor) dengan 
kader jumantik di Kelurahan 
sendangmulyo (sasaran program) 
sudah terjalin dengan baik. Program 
telah disosialisasikan kepada sasaran 
melalui diskusi dan rapat koordinasi 
yang dihadiri pula oleh Puskesmas 
Kedungmundu sebagai narasumber. 
Diskusi dilakukan setiap ada kegiatan 
pemantauan jentik, yaitu setiap hari 
Jumat dan Minggu di semua RW 
secara serentak. Untuk rapat 
koordinasi, dilakukan setiap ada KLB 
di daerah tersebut. Selain diskusi dan 
rapat koordinasi, ada pertemuan 
khusus kader jumantik di Kelurahan 
Sendangmulyo, yaitu pertemuan PKB 
yang dilaksanakan setiap minggu 
ketiga pada setiap bulannya. 
Maksud dan tujuan dari 
program pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo juga telah 
diterima dengan baik oleh kelompok 
sasaran yaitu kader jumantik. Hal ini 
disebabkan oleh implementor telah 
menguasai informasi tentang 
pengendalian DBD yang harus 
disampaikan untuk kader jumantik di 
Kelurahan Sendangmulyo. 
Pengetahuan yang dimiliki 
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implementor yaitu Lurah dan Kasie. 
Kesos Kelurahan Sendangmulyo 
dapat dilihat dari latar belakang 
pendidikan keduanya yang 
merupakan sarjana. Selain itu, Lurah 
dan Kasie. Kesos Kelurahan 
Sendangmulyo telah memiliki 
kemampuan berkomunikasi dengan 
baik sehingga informasi mengenai 
program pengendalian DBD dapat 
diterima dan dilaksanakan dengan 
baik oleh kader jumantik di 
Kelurahan Sendangmulyo. 
Hal tersebut sesuai dengan teori 
yang diperkenalkan oleh Spitzberg 
dan Cupac mengenai communication 
competency. Menurut teori 
kompetensi komunikasi, komunikasi 
akan efektif, artinya komunikan akan 
mengubah sikap, jika komunikator 
mempunyai kompetensi: (1) 
pengetahuan tentang apa yang 
diinformasikan; (2) ketrampilan 
berkomunikasi; (3) motivasi 





Deskripsi Variabel Sumber Daya 
Manusia dan Sumber Daya 
Finansial 
 Untuk pertanyaan tujuan dari 
program pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo, semua 
informan menyatakan bahwa program 
tersebut bertujuan untuk menurunkan 
angka kasus DBD. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemegang 
program pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo telah 
berhasil menyampaikan informasi 
dengan baik kepada kelompok 
sasaran program yaitu kader 
jumantik. 
 Mengenai jumlah kader 
jumantik dan kriteria pemilihannya 
pun, semua informan rata-rata 
menyatakan hal yang sama. Jumlah 
kader di setiap RW ada 2 orang dan 
tidak ada kriteria khusus dalam 
pemilihan kader jumantik. Kader 
jumantik secara sukarela mengajukan 
diri menjadi kader dan biasanya 
jabatan kader jumantik itu merangkap 
kader posyandu juga. 
 Untuk masalah alokasi dana 
untuk program, informan utama 
menyatakan tidak ada dana yang 
dialokasikan dari Kelurahan 
Sendangmulyo untuk program 
pengendalian DBD. Salah satu 
informan menyatakan ada dana dari 
Dinas Kesehatan Kota Semarang, 
tetapi itu bukan untuk kegiatan PSN 
di Kelurahan Sendangmulyo 
melainkan untuk program dari Dinas 
Kesehatan Kota Semarang. Program 
tersebut adalah Pemantau Jentik Rutin 
(PJR) yang sasarannya juga kader 
jumantik, program ini ditujukan untuk 
memantau kinerja kader jumantik di 
setiap kelurahan yang dilakukan oleh 
Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
Sumber daya, yaitu menunjuk 
setiap kebijakan harus didukung oleh 
sumber daya yang memadai, baik 
sumber daya manusia maupun sumber 
daya finansial. Sumber daya manusia 
adalah kecukupan baik kualitas 
maupun kuantitas implementor yang 
dapat melingkupi seluruh kelompok 
sasaran. Sumber daya finansial adalah 
kecukupan modal investasi atas 
sebuah program/kebijakan. Keduanya 
harus diperhatikan dalam 
implementasi program/kebijakan 
pemerintah sebab tanpa kehandalan 
implementor, kebijakan menjadi 
kurang enerjik dan berjalan lambat 
dan seadanya. Sedangkan, sumber 
daya finansial menjamin 
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keberlangsungan program/kebijakan. 
Tanpa ada dukungan finansial yang 
memadai, program tak dapat berjalan 





Deskripsi Variabel Disposisi 
 Jika dibandingkan, pernyataan 
dari informan utama dengan informan 
triangulasi mengenai variabel 
disposisi dalam implementasi 
program pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo, tidak ada 
perbedaan. Semua menyatakan bahwa 
ada pemantauan terhadap kinerja 
kader jumantik yang dilakukan oleh 
Lurah Sendangmulyo. Pemantauan 
dilakukan dengan observasi langsung, 
maksudnya Lurah dan Kepala Seksi 
kesejahteraan Sosial, selaku 
pemegang program, ikut terjun 
langsung dalam kegiatan pemantauan 
jentik bersama para kader jumantik. 
Dengan Lurah yang ikut terjun 
langsung, Lurah bisa menilai kinerja 
dari setiap jumantik. Selain observasi 
langsung, pemantauan terhadap 
kinerja kader juga dilakukan melalui 
laporan hasil pemantauan jentik yang 
diserahkan ke kelurahan. 
 Tanggapan kader jumantik 
dengan adanya program pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo 
sangat positif. Informan utama 
menyatakan bahwa dengan adanya 
program pengendalian DBD ini, 
kader jumantik sangat antusias, 
terbukti dengan partisipasi mereka 
yang cukup tinggi dalam menjalankan 
tugas sebagai kader jumantik. 
 Untuk laporan hasil 
pemantauan jentik berkala, semua 
informan menyatakan bahwa laporan 
dilakukan setiap selesai melakukan 
pemantauan jentik. Kader jumantik 
mendapatkan blanko pemantauan dan 
kemudian diserahkan kembali ke 
kelurahan untuk direkap. 
 Disposisi, yaitu menunjuk 
karakteristik yang menempel erat 
kepada implementor 
kebijakan/program. Karakter yang 
penting dimiliki oleh implementor 
adalah kejujuran, komitmen dan 
demokratis. Implementor yang 
memiliki komitmen tinggi dan jujur 
akan senantiasa bertahan diantara 




Berdasarkan hasil penelitian, 
komitmen yang dilakukan Lurah 
Sendangmulyo dan Kasie. Kesos 
Kelurahan Sendangmulyo adalah 
selalu memantau kinerja dari kader 
jumantik. Pemantauan dilakukan 
dengan cara observasi langsung dan 
melalui laporan pemantauan jentik 
berkala yang diserahkan oleh kader 
jumantik ke kelurahan. Observasi 
langsung dilakukan dengan Lurah 
turut serta secara langsung dalam 
pemantauan jentik rutin, jadi Lurah 
ikut mendampingi kader jumantik 
yang sedang melakukan PJB. 
Sedangkan pemantauan dari laporan 
dilakukan dengan kroscek laporan 
yang diserahkan. Laporan setelah 
sampai di kelurahan, kemudian 
dievaluasi lagi. Untuk meyakinkan 
kebenaran laporan tersebut, staf 
kelurahan bidang kesejahteraan sosial 
mengecek kembali ke warga apakan 
benar-benar dilakukan pemantauan 
jentik oleh petugas pemantau jentik. 
Hal tersebut sesuai dengan 
peran kelurahan yang tercantum 
dalam Perda Kota Semarang Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pengendalian 
Penyakit Demam Berdarah Dengue, 
Bab VII tentang Pengawasan, Pasal 
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22, ayat 2 yang menyebutkan bahwa 
“Pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan pengendalian penyakit DBD 
dilakukan secara bertingkat sebagai 
berikut: (a) tingkat kota oleh 
Walikota; (b) tingkat kecamatan oleh 
Camat; (c) tingkat kelurahan oleh 
Lurah”.5 
 
Deskripsi Variabel Struktur 
Birokrasi 
Jika dibandingkan, pernyataan 
dari informan utama dan informan 
triangulasi mengenai variabel struktur 
birokrasi, pernyataan mereka tida ada 
perbedaan. Informan menyatakan 
bahwa dalam program pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo, 
belum ada Standar Operating 
Procedure (SOP) yang mengatur 
kerja implementor program 
pengendalian DBD maupun kader 
jumantik. Selain belum ada SOP, di 
Kelurahan Sendangmulyo juga tidak 
ada struktur organisasi khusus yang 
menangani program pengendalian 
DBD. 
Struktur birokrasi, menunjuk 
bahwa struktur birokrasi menjadi 
penting dalam implementasi 
kebijakan. Aspek struktur birokrasi 
ini mencakup dua hal pentingpertama 
adalah mekanisme dan struktur 
organisasi pelaksana sendiri. 
Mekanisme implementasi program 
biasanya sudah ditetapkan melalui 
standar operating procedure (SOP) 
yang diantumkan dalam guidline 
program/kebijakan. SOP yang baik 
mencantumkan kerangka kerja yang 
jelas, sistematis, tidak berbelit dan 
mudah dipahami oleh siapaun karena 
akan menjadi acuan dalam bekerjanya 
implementor. Sedangkan struktur 
organisasi pelaksana pun sejauh 
mungkin menghindari hal yang 
berbelit, panjang, dan kompleks. 
Struktur organisasi pelaksana harus 
dapat menjamin adanya pengambilan 
keputusan atas kejadian luar biasa 
dalam program secara cepat.
8
 
Namun, berdasarkan hasil 
penelitian, tidak ada SOP dan struktur 
organisasi khusus dalam pelaksanaan 
program pengendalian Demam 
Berdarah Dengue di Kelurahan 
Sendangmulyo. Semua pelaksanaan 
program, ada dalam kendali Lurah. 
Lurah dan kader jumantik hanya 
membuat komitmen untuk melakukan 
pemantauan jentik di semua RW dan 
dipilih 20 rumah setiap RT secara 
acak. Selain itu, pemantauan jentik 
disepakati untuk dilakukan setiap 2 
kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat 
dan Minggu, serta laporan yang harus 
diserahkan dari kader jumantik ke 
kelurahan paling lambat 3 hari setelah 
dilakukan pemantauan jentik. 
Meskipun tidak ada struktur 
organisasi khusus, ada proses atau 
alur instruksi yang berjalan dalam 
pelaksanaan program pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo. 
Lurah Sendangmulyo yang 
bekerjasama dengan Puskesmas 
memberikan instruksi kepada 
Kasie.Kesos untuk mengenai 
pelaksanaan kegiatan PSN di 
Kelurahan Sendangmulyo. Kemudian, 
Kasie.Kesos memberitahukan kepada 
kader jumantik di Kelurahan 
Sendangmulyo melalui surat tugas 
yang diberikan kepada kader 
jumantik. Selain menggunakan surat 
tugas, pemberitahuan mengenai 
pelaksanaan kegiatan PSN dilakukan 
melalui SMS dari Kasie.Kesos 
kepada kader jumantik. 
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SIMPULAN 
 Program pengendalian DBD 
di Kelurahan Sendangmulyo telah 
terlaksana dengan baik sejak tahun 
2010 hingga sekarang, telah ada 
jadwal khusus untuk melaksanakan 
program dan komitmen untuk 
menurunkan angka kasus DBD yang 
dibangun oleh Lurah dan masyaakat 
Kelurahan Sendangmulyo sangat 
tinggi. Selain itu, komunikasi yang 
terjalin antara kelurahan sebagai 
implementor dengan kader jumantik 
sebagai kelompok sasaran sudah 
sangat baik. Hal ini terbukti dengan 
penurunan angka kasus DBD yang 
cukup signifikan pada tahun 2011. 
Lurah Sendangmulyo telah 
melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pengendalian Penyakit 
Demam Berdarah Dengue, Bab VII 
tentang Pengawasan, Pasal 22, ayat 2 
yang menyebutkan bahwa 
“Pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan pengendalian penyakit DBD 
dilakukan secara bertingkat sebagai 
berikut: (a) tingkat kota oleh 
Walikota; (b) tingkat kecamatan oleh 
Camat; (c) tingkat kelurahan oleh 
Lurah”. 
Meskipun menurut Lurah belum 
ada struktur organisasi dan standar 
operating procedure dalam 
pelaksanaan pengendalian DBD di 
Kelurahan Sendangmulyo, tetap ada 
komitmen antara kelurahan dengan 
kader jumantik yaitu tentang jadwal 
pelaksanaan pemantauan jentik. 
Selain itu, telah ada alur instruksi 
dalam pelaksanaan program 




Karena program pengendalian 
DBD telah dirumuskan dalam Perda 
Nomor 5 Tahun 2010, pemerintah 
kota seharusnya mengalokasikan dana 
untuk mendukung keberhasilan 
program pengendalian DBD, 
khususnya untuk setiap kelurahan. 
Selain itu, pemerintah juga perlu 
membuat kebijakan yang lebih 
terperinci mengenai mekanisme 
pengendalian DBD di Kota 
Semarang. 
Perlu meningkatkan 
solidaritas dan loyalitas dalam 
melaksanakan program pengendalian 
DBD di Kelurahan Sendangmulyo 
dengan menjaga pola komunikasi 
antara implementor dengan kelompok 
sasaran, serta perlu dibuat petunjuk 
teknis dan petunjuk pelaksanaan 
tentang program pengendalian DBD 
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